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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

provinsi yang mempunyai taman pemakaman umum (TPU) yang sempit. Karena

semakin besarnya angka kemati .-'An adonesia dan jumlah populasi penduduk

Indonesia. Daerah p 5 Nl U H ‘;. A kabupaten dan kota yang
mempunyai ""'-_ G‘ “P‘ K A -. -S ara lain: Jakarta,
) { é *&‘F 4 \hﬂ\ ]

\\uﬂ!‘-w / ygk TPU
jgﬁ,rﬁ L.E";/ ah. Begitu

gngan jumlah

arana fasilitas

menjadi jenazah ketika ajal telah tiba menjemput. Sehingga Pemerintah Kota
Makassar dalam hal ini Dinas lingkungan hidup Kota Makassar sesuai tugas dan
fungsi  merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang
pembangunan dan Pemeliharaan makam serta pengendalian makam di Kota

Makassar. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009



tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Makassar yang
menerapakan bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak
dasar bagi penduduk kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. sistem sewa tanah makam sebagai salah satu langkah untuk

melangsungkan penguburan jenazal. #itengah-tengah lahan pemakaman yang

sangat terbatas.

Pertumbuk

ruang terbuka he

Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Makassar menerbitkan
surat edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil tentang peningkatan pencatatan
peristiwa kematian pemerintah daerah yang membidangi masalah pemakaman
diwajibkan agar membuat buku pokok pemakaman. Dengan adanya buku maka
setiap orang meninggal akan secara otomatis terdata dan terlaporkan di Dukcapil

kabupaten atau kota dan akan menon-aktifkan orang tersebut. Dalam hal ini,



terdapat sebuah masalah dalam menangani penyediaan lahan pemakaman umum
di kota Makassar seperti halnya dengan sempitnya penyediaan lahan pemakaman
umum sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan
angka kematian. Meningkatnya jumlah penduduk kota Makassar tentunya Dinas

Lingkungan Hidup terkait berperan memberikan ketersediaan lahan pemakaman

umum yang lebih luas agar j "i. uk dan angka kematian dapat terpenuhi

menampung jenazah baru warga kota. TPU sudiang masih ada, tapi hanya bisa

menampung jenazah hingga tahun 2016, bahkan akhir tahun ini saja, “kata kepala
unit pelaksana tekhnik daerah (UPTD). Pemakaman di kantor dinas lingkungan

hidup di kota Makassar HM Husain. Ramdani (2014).

Arahan penataan pemakaman umum di Kota Makassar mempunyai lima

alasan utama yaitu pertama, sempitnya lahan pemakaman di kota Makassar akibat



lahan pemakaman sudah penuh, kedua, Adanya kecenderungan pembangunan
perumahan ke daerah pinggiran kota sehingga terdapat suatu peluang ketersediaan
lahan yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan pemakaman
dengan konsep taman di lingkungan perumahan. Sehingga diperlukan suatu

arahan penataan pemakaman yang sesuai, ketiga, Adanya permasalahan di

lingkungan perumahan lain karenastidak menyediakan lahan pemakaman yang

berfungsi sebagai fasili

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan lahan

pemakaman umum di kota Makassar?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan

pemakaman umum di kota Makassar?



C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui
sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan

2. : : itator dalam pengelolaan

elanjutnya utamanya
bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis

maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peran
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan

fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya,

membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu

misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi
anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Seiring dengan pilar
utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het begin sel van
wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa peran

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.



Peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola
tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang
kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai

dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Levinson dalam Sunarno (2008),

menyatakan bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 (tiga) hal, yaitu:

penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang
diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara
posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam
suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga
diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapakan oleh lingkungan sosial

berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.



B. Konsep Peran Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu,
istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam arti cara, hal urusan dan
sebagainya dalam memerintah. Tugas pemerintah adalah sebagai tata usaha

Negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Kamus Umu ata pemerintah memiliki arti
lembaga atau ora / ajukan Negara dengan
rakyatnya. ! - 7), mengatakan

- &
bah emerintah
L w & .
(m J L ntingan
L1
rak _ 1 X
TGN ARy .
4 Si arti luas
meliput 2 sekutif, dan
LM o ]

v L . .
kekuasaa nya meliputi
cabang kek

iy p- \
& & i ‘
Menurut f bahwa unsur yang

menjadi cirri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan:

a. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan,

b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima
perintah,

c. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,

d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.



Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang
seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah H.Nurul Aini (Rizal, 2014) sebagai berikut:

a. Fungsi pengaturan
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-

undangan untuk mengatur dalam masyarakat. Pemerintah

adalah pihak yang mamperii awagar kehidupan dapat berjalan

usat, pemerintah

i 11 ‘% DEL iv
> -\\\\.ql.,,f,yf g 4,,
S v 2

rintah pusat
Kewenangan

a, hubungan luar

ﬁ‘q

negeri, monet ﬁ'ﬂﬁ emerintah mencakup
ayanan sipil (civil service) yang

pelayanan public (pub
menghargai kesetaraan.
c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini
menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup
dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang

didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta
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masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat
menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus

memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga

dengan demikian partisipasi 4“1
apabila kepentingan masy

di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih

haik dalam peraturan maupun

tidak hanya
mengarahkan,

lancar, serta

meningkatkan f an. Arifuddin (Rizal
2014).

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan
pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh
masyarakat. Menurut Muhadam Labolo (2010), Perlu adanya peran pemerintah

yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka

peran pemerintah yang dimaksud antara lain:
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a. Pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui  penerbitan
peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar

kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan

unan untuk

Sebagai

pelatihan, 1dika daii - peningkata eerampln serta dibidang
pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada

masyarakat yang diberdayakan.

Pandangan peran pemerintah yang berbeda dari Siagian (2000) menyebutkan
bahwa, peran pemerintah yang dominan dalam proses pembangunan adalah

sebagai berikut:
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1. Sebagai stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak
berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman
bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut
dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan

selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui

pendidikan, pendekatan yang petsiasive dan pendekatan yang bertahap dan

berkesinambungan.

o
o
X

Peranan me
kedudukan. Bila annya sesuai dengan
kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya, jadi peran yang
dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai
kedudukan. Menurut Ndraha (2003) disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam
pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
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3. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai
alternatif dan mengambil keputusan.

5.  Pelopor dan memberi motivasi.

Menurut Dougherty dan Pritchard dalam Bauer (2003), Teori peran

produk sebag o 1) .- ougherty dan
crgantung pada

1-..1‘!-14 Jaj W dUk dan

II'

ﬂNgj

pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah
(landreform) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan
menghindari diskriminasi dan (arbitrariness) mencegah pemerkayaan diri melalui
tindakan pemerintah.

Rumusan Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Menurut Mulyana (1994),

rumusan Kkriteria penyediaan lahan pemakaman yaitu pengaturan lokasi
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pemakaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman
berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya.

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas
lahan, pembatas lahan persyaratan penggunaan lahan dan perbaikan lahan

(Jamulya, 1991).

a) Karakteristik lahan

ahan yang dapat diukur atau

b)

dapat memenuhi persyare produksi yang optimal dan

pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat

dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki
dengan usaha-usaha perbaikan lahan (land improvement).

2) Pembatas lahan sementara, pembatas lahan yang dapat diperbaiki dengan

cara pengelolaan lahan.
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d) Persyaratan penggunaan lahan
Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian
yaitu:
1) Persyaratan ekologikal, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur

hara, ketersediaan oksigen, kelembapan udara dan periode kering.

2) Persyaratan peng antohnya persiapan  pembibitan  dan
mekanisasui selamag

\al ﬁ" vits
‘i‘h' .‘ﬁﬁﬂf '

. Pengertian Pe

Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan Pemerintah
Daerah yang sangat penting kepada masyarakat, sebab kematian merupakan hal
yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia, yang
selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat

menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang
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diperlukan oleh masvarakat. Pemakaman disebut juga penguburan adalah
sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (edisi ketiga 2005), pemakaman sama
halnya dengan kubur, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah dalam lubang
atau tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpang atau menguburkan

orang meninggal.

hﬁﬁ\\
! e a‘.

N

menyangkut pe

adat/kebiasaan masyaraka

fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung
(aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya yang
sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor
kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah

penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan (Mulyana, 1994).
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Tinjauan kebijakan penyediaan lahan pemakaman peraturan atau standar
yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan pedoman untuk
mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman yang ada di Kota Makassar yaitu
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat di kota Makassar yang menerapakan bahwa pemakaman dan
pengabuan mayat yang me dasar bagi penduduk kota Makassar
sehingga pelayanan alai \- mayat perluh diarahkan dalam

pengaks
/J{

rangka untuk

atas tanah untuk keperluan
tempat pemakaman.

b) Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman
bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.

c) Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.

d) Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.
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Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang

berkaitan erat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penelitian ini adalah
tempat pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan

untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa

membedakan agam gan, yang pengelolaanya dilakukan oleh

emerl 4!F5 MUH
@\MAS ='$4

o \\d!hhf//"

' | ‘lnw; [l ! ..-..g‘_br :
I’ y A —1

=7

erlebih-lebihan Areal tanah yang
digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi
status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman (PP
No. 9 Tahun 1987 Pasal 3 ayat 1).
3) Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak
sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan

mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu
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lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin
digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9
Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).

4) Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman

o

R0

b

7) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh
Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat Il yang
bersangkutan.

Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman

Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang

tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan
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mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi
yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota
serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk

Penyediaan RTH Pemakaman Mgnurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
/ \ Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka: ,{'I; ,hns ML! H/&‘}H\ an, maka ketentuan
bentuk A‘}?’" ﬁ\P‘KAS“

Nomor : 05/PRT/

C|

D
§“" e l\.\ﬁ:‘!l
e e '«v!%h-,.‘-}; denga \L%

pagar buatan denga engan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal

70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari
luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai

peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk

habitat burung serta keindahan.
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8. Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit
lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam
bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.

9. Kiriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut, Sistem

perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;

Batang tegak kuat, i'*. ah patah dan tidak berbanir; Sedapat

al™menghasilkan buah yang dapat

el ] é'
S\
Oa Taagcle ﬂ':k' ‘merul Kkar “ Hoana
Ly S sbeigip ey @
Ve SR 7 _

dirasakan masi likarenakan-dana-yang-dimiliki instansi ini kurang
dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman.
Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak
merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman
hanya sebagai pelaksana pelayananan pemakaman.

Peran Masyarakat Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal,

karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan
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pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak
memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Peran Swasta Swasta
berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya
potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada
usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu

ta dalam keikutsertaan mengelola
ailan,pemakaman jika mungkin.

dipertegas mengenai peran masyaraké
.ﬁ/
nS MUH4

dan menertibkan kh
: ol 3 : ut Hutauruk (2010),
&@P‘KA'E'S‘I; "‘%\_

Prinsip Peflataar- eu
7,
WL W
“";%ﬁ;%gﬁdéf .
%:ﬁ pDenanae a1y

rl
S

AN OP

enghilangkan kesan

mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus
tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana
TPU.

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota Dalam konteks
tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran

kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi
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pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika
ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan
untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan
kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan

karakteristik di setiap zona kota yang ada (Mulyana, 1994).

Kriteria Lokasi Pemakaman teks Tata Ruang Kota Kategori

Ukuran Kota Kriteria Lok# 16

/.,S ML!H4

/"(/% \i\"""’K 3'54

\\d‘kﬁﬂ

l -\-}

Tidak layak, I o ar~alternatif pengembangan . Kota
Menengah (100.000- 500.000 Jiwa) Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika
dipertahankan ~ harus  disertai  alasan  khusus yang  menegaskan
kepentingan/fungsinya. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi
disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Layak, sebaiknya
ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan

diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan
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arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Kota Besar/
Metropolitan ( > 500.000 Jiwa) Tidak layak, sebaikya dipindah atau dilarang.
Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru
kota. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut

kedekatan dengan elemen guna lahan lain Layak, sebaiknya ditempatkan

berlawanan dengan arah perkembangan, kota dan diberikan fungsi yang tegas.
(Mulyana, 1994 ).

Kriteria lokasi*pems: 3 atannya, dengan elemen guna

Y, .
a 2han lain, lokasi
{n.\ 1

fungsi suatu

pengaruh adanya kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya) (Mulyana,

1994).
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E. Kerangka fikir
Kajian tinjauan pustaka di atas bahwa Pengelolaan Lahan Pemakaman
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan
pemakaman ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.
Peran Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas lingkungan hidup

lebih berorientasi pada aspek emakaman kepada masyarakat,

""'Zi u
‘-“?.é““‘

o

pemakaman sebenarnya potens

swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan
sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta
dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan

lahan pemakaman jika mungkin.
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Bagan Kerangka Pikir

Peran pemerintah dalam
pengelolaan lahan pemakaman
umum di kota Makassar

v y

Regulator Fasilitator

. Pelayanan pemakaman 1. Lahan

k i
../
-~ dﬁzﬁéﬁf
‘h‘f ) ‘-n.”

a5

= — n

tidak terjadi

pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap
penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka
dan konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman di

kota Makassar. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan
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pendekatan tujuan (goal approach) dalam mengukur keberhasilan penyediaan
lahan pemakaman di kota Makassar.

. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan kerangka fikir diatas, untuk mengetahui bagaimana peran

pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman vyaitu; Pemerintah yang

dimaksud dalam penelitian ini adalafsDinas lingkungan hidup kota Makassar

sebagai:
1. Pemerintah sebagal fe h:E’ MUHA

S5 WKASS,,
-ﬁ‘? \%p\( S &

iy . penyelenggerds oF
':5." i,;-%i&\dﬂi@//ﬁ

CUEED

2
3,
=Sepao

Sebagai fa
pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang
pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada
masyarakat yang diberdayakan.

3. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah kota Makassar dalam rangka pemakaman jenazah

di kota Makassar.
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4. Biaya pelayanan adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan untuk
mengevaluasi, mendapatkan dan menggunakan produk atau jasa.

5. Tempat pemakaman adalah kawasan tempat pemakaman yang biasaya
dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum

yang membutuhkannya.

6. Ketentuan perisinan a
pengaturan dan bersifat g

i salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

. milki oleh pemerintah terhadap



BAB Il

METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kota Makassar dengan pertimbangan

bahwa pengelolaan lahan pemakaman perlu mendapat perhatian dari semua

orang dan perilaku yang dapat diamati.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan

mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan

30
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berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman di

Kota Makassar.

C. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Bedasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data

primer dan data sekunder

2. adalah atayand dipero J er yang

diperoleh melalui

) berkaitan dengan

penelitian.

b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada
dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
D. Informan penelitian
Informan dalam penelitian ini adaiah orang-orang yang berhubungan lansung

dengan Dinas lingkungan hidup kota Makassar. Di mana yang dimaksud disini
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adalah informan yang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan
dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari peneliti ini bedasarkan
judul di atas yakni Dinas lingkungan hidup Kota Makassar, Untuk lebih jelasnya,

karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Informan Penelitian

"I\
i -

E. Teknik Peng 'ﬁC}

Menurut l.m.u.. USTAKAhNﬂ n data adalah dapat dilakukan
dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi
cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan
dokumentasi.

a) Observation (observasi), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung di dinas lingkungan hidup di kota
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Makassar, yaitu pengumpulan data dengan melihat secara lansung,
pengumpulan data pencatatan yang di lakukan peneliti terhadap objek
dilakukan di tempat berlansungnya peristiwa sehingga peneliti berada
bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

b) Interview (wawancara), Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah
wawancara bebas terpimpi inya peneliti mengadakan pertemuan
langsung dan wawane ../ \~ i.bebas mengajukan pertanyaan

kepada infogn /P"'" MUH"‘

e ‘&W,KAS 94

— \\d‘hﬁf/

2T , u:l P‘

melalui s
pelaksanaan penyediaan-tahai-pemakaine num di kota Makassar dengan
cara mencatat dan merekam hal yang dianggap penting untuk melengkapi
data.

c) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik
wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-

dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-
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laporan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pemakaman di kota
Makassar, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dangan masalah

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

perkiraan,dengan cara peneliti mengambil data yang sudah ada dan tersedia

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian
dapat dilakukan.

2. Sajian Data
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Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya
makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data penelitian suduh harus mulai mengerti
ia tepat]

apa arti dari hal-hal yancatat peraturan-peraturan sebab
i g a “penari kesimpulan dapat

G. Keabsaha 2
/"h@ 3 ' o"’.",
§ e

ek ehgumpulan

oleh melalui hasil

pengamatan,wawancara da Kemudian penelitian
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam
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hal yang diperoleh dengan wawancara,lalu dicek dengan observasi dan
dokumen.Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut
menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih
lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana

yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya

berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu

Waktu juga,s

- .5 MUHrﬁﬂ . “Bata yang dikumpulkan
X yang p
Qv o\ p,KﬁS? '%'} |

asih segar, belum
= \\1 hl.fg%

"'\u -u a.ju\guj ‘,}r-’r & : gan cara

df“%



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan

jalur lalu lintas dari arah selatZ dra, dalam provinsi di Sulawesi, dari

wilayah kawasan ba =.i P:E’ HIUH 4’. onesia dan dari wilayah
‘Q\PKA‘:'&Q ,96"'4

q :elatan dengan
rias \\u.l.# ﬂ%
%.ﬁ (& V
) ‘j\.‘%‘/ )

2Yiah kota Makassar

kota. Luas
km2 daratan

a1t perairan kurang
lebih 100 km?2 p{"&‘. Ii kota Makass ok 14 kecamatan dan
juta jiwa. Diantara
kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu
kecamatan Tamalatea, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan
Biringkanaya. Sesuai dengan geografis kota Makassar sebagaimana yang

diuraikan diatas maka selanjutnya gambaran umum Dinas lingkungan Hidup.

37
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2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup Kota Makassar mempunyai tugas pokok vyaitu
merumuskan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di
bidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pencegahan dan

pengendalian dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta penaatan

hukum lingkungan.

yang baik dan sehat.
3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi:



39

a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi
dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi
lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran,
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi

standarisasi dan pemulih
teknologi lingkungan laya alam dan pengendalian

pencemaran, p /ﬁic-‘ MLIHI”,I‘” !
© Perbid a, ASS 4!
e @M 54

45 Tint gan hidup daerah
? N \}r‘ !i!i‘f// d
Y fngkungan, ki .,a.,. (o514 am  dan

lasJingkungan, ekonomi, sumber daya dan

struktur organisasi ini harus dikerjakan oleh setiap
pegawainya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian struktur organisasi yang dikemukakan di atas dapat kiranya di
ketahui bahwa struktur organisasi adalah kerangka segenap tugas pekerjaan untuk

mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi yang merupakan
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wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang melaksanakan tugas
dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya struktur
organisasi maka dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai pekerjaan

organisasi yang telah ditentukan dapat berjalan tanpa adanya suatu penumpukan

penyusunan program. Sekretariat membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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c. Bidang pengelolaan ruang terbuka hijau; mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas mengelolah ruang terbuka hijau. Bidang
pengelolaan terbuka hijau membawahi:

1) Seksi perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau

2) Seksi pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau

3) Seksi pengendalian dan kemi ruang terbuka hijau
d. Bidang persampahanp -'/ silingkatan kapasitas; mempunyai

limbah dan

n limbah

apasii N!‘A Jan 1
apasitaSTenBkung:
“_-“--"‘" N\

Y A™
N
L rr A AN,

€. & t}-‘-u ‘\'t‘;\ H4ingan hldup,
":i' .‘// "!l \\\5 . ’ jas /| pengendalian

2) Seksi konsevasi
3) Seksi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

f. Bidang penataan dan penaatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas menata dan menaati aturan, yang membawahi:
1) Seksi inventarisasi RPPLH dan LKHAS

2) Seksi kajian dampak lingkungan
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3) Seksi pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan
g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
1) UPTD laboratorium lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan

operasional secara struktural serta bertanggung jawab secara langsung

kepada kepala Dinas lingkungan hidup.




Lampiran : peraturan walikota Makassar

Nomor :

Tentang : kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata

kerja dinas lingkungan hidup

KEPALA DINAS

Drs. H. ABD. GANI SIRMAN, M.Si
NIP: 19570822 198301 1 003
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SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG
PENATAAN DAN PENAATAN

Ir. INDRIATY DJAHARUDDIN
NIP. 198700711 199309 2 001

SEKSI
INVENTARISASI RPPLH DAN
LKHAS

SYAMSUL BACHRI, SP
NIP. 19700407 200801 1 010

SEKSI
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

MUHAMMAD KILAT, S.PI,M.Si
NIP. 19680605 199703 1 007

SEKSI
PENGADUAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN

VERONICA ANTHONETTE
TINUNGKI, SP,M.Si
NIP. 19700221 200502 2 003

Ir. AGUS DJAYA SAID, M.Si
NIP. 19650814 199503 1 003

RFNCANAAN DAN

SUBAGIAN

SUBAGIAN

SUBAGIAN UMUM DAN
KFPFGAWAIAN

MARYAM ODJA, SE
NIP. 19731120 200604 2 020

CHAIRUL FAHRI, AP
NIP. 19760802 199412 1 001

BIDANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAHAR CHAMBOLONG, S.Sos
NIP. 19630822 198804 1 001

SEKSI
- PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU

ANDI HAERUL DJAMERRO, BA
NIP. 19620918 199012 1 001

SEKSI
M PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU

IRAMAN
NIP. 19611005 198807 1 002

— SEKSI
PENGENDALIAN DAN KEMITRAAN RUANG
TERBUKA HIJAU

ERVAN AGUSTIAR. ST
NIP. 19660816 199503 1 003

UPTD
PENGELOLAAN SAMPAH (TPA
SAMPAH)

RAHIM, SE, MM
NIP. 19700205 199203 1 010

UPTD
LABORATORIUM LINGKUNGAN

NURBAEDA
NIP. 1975030 _
e 1P, 19600211 198603 1 010
[ [
UPTD UPTD
BANK SAMPAH PEMAKAMAN
NASRUN, SE ST.KHADJAH AMIRUDDIN, SE. MM

NIP. 19730503 199703 1 004

NIP. 19730607 200801 2 010

H. ABDUL RAHMAN, ST, MM
NIP. 19710922 200411 1 001
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3. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan UPTD Pemakaman
a. Tujuan UPTD pemakaman:
1) Mewujudkan pemakaman kota yang memenuhi daya tampung
kebutuhan masyarakat .

2) layanan pemakaman yang baik, bersih, rapih, hijau dan terpelihara.

3) Pemakaman kota yang infrast

. Sasaran UPTD per /A
P.,Khs&u..

o= \\\d‘l M//
NS

l"‘l,

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

3) Penataan pemakaman, membangun dan perbaikan infrastruktur
pemakaman
4) Peningkatan pelayanan pemakaman, pemeliharaan infrastruktur serta

sarana dan prasarana pemakaman
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5) Menyiapkan dan meningkatkan SDM di dalam penanganan dan
pengelolaan pemakaman kota.
4. Tata Cara Pelayanan UPTD Pemakaman
Kelengkapan pengurusan izin pemakaman:

1) Foto copy Kkartu keluarga almarhum (mah)

2) Foto copy KTP almarhum (méi)

3) Kartu kuning /
4) Surat keterang a; P
\

5)

Karakteristik informan akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur,
pendidikan dan pekerjaan.
a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.



Tabel 2

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Frekuensi Persentase
Laki-laki 6 60%
Perempuan 4 40%
Jumlah 100%

Sumber: wawancara Februari ﬂ\
Distribusi informan perdasarkan pada tabel di atas

/ qu MUH4,
menunjukkan bahz
W 25 (PKASS g

! / < - \\d‘l'hf/

INTOF;
b. : =1 "1"& "ML‘

‘\ A A el dibawah

Jumlah 10 100%
Sumber : diolah dari hasil wawancara februari 2017

Disrtibusi informan mengenai umur berdasarkan pada tabel di atas
menunjukkan bahwa kebanyakan informan yang memiliki umur yang berkisar
dari 31-40 tahun sebanyak 6 orang informan atau sebesar 60 persen, informan

yang berumur 40-50 sebanyak 3 orang informan atau sebesar 30 persen,
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sedangkan informan yang memiliki umur berkisar 52 tahun sebanyak 1 orang atau
sebesar 10 persen dari keseluruhan informan.
c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 4
Karakteristik Informa

A | 7 0%
Wi ®» p 7,

hhas
)

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan
Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:



Tabel 5
Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan
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Keterangan Frekuensi Persentase %
Pegawai 4 40%
Wiraswasta 2 20%
Petani 1 10%
Ibu rumah tangga 30%
Jumlah 100%

lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Namun sayangnya,

tabel di

atas

pemenuhan kebutuhan masyarakat masa kini, tidak dibarengi dengan kebutuhan

masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi penduduk

perkotaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan menjadi kendala

pokok, salah satunya dalam pengelolaan lahan pemakaman bagi masyarakat

perkotaan.
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Berbicara mengenai persoalan lahan pemakaman diperkotaan sangat
komplek, lahan pemakaman umum diperkotaan semakin sempit karena banyaknya
bangunan rumah yang dibangun di pinggiran lahan pemakaman, sementara
rencana perluasan area pemakaman selalu terhambat oleh masalah pembebasan

lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, yang berlaku saat ini adalah sistim tumpang,

dimana 2 (dua) atau lebih jenazah

kerabat menggunakan -/ atau dengan mengambil alih
Q- *P‘K 84’? eal lahan untuk

tida #mlr,(/ 'L

ang umumnya masih memiliki hubungan

‘ucr yang
e

I vang r"‘f""% mampu

tempat

ahan yang

lahan lahan

1. Pelayanan

Sebagai kota yang memiliki pemakaman umum yakni pemakaman islam Dadi,
islam Beroangin, islam Paropo, islam Sudiang raya, Kristen panaikang dan
pemakaman Kristen Pannara kota Makassar yang memiliki lahan yang cukup

sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman islam Sudiang
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raya yang masih mempunyai lahan pemakaman yang masih bisa menampung
mayat kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran
pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam

mengelolah pemakaman umum masih belum maksimal karena dalam proses

pelaksanaanya masih memiliki baryidk,_hambatan dan kendala. Seperti yang

dikemukakan oleh k ] akassar bahwa:
K_gnd_ala yan =fi{ ?\5 M u H.fﬂ %‘. .m' a lahan yang bisa

allty -
ot

N r e niuk r'p oy . 2
i féﬁﬂ ‘ﬁﬁpn%p“bbm: J?”ﬂ? ‘.’:.1 \: pemakaman
K2 :

oK
W /4‘.,

i s o 1:51-' \ kendala

i
v
UK

melihat bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk kota makassar semakin
meningkat dan luas wilayah pada kota Makassar dari tahun ketahun semakin
sempit hal ini dipengaruhi oleh urbanisasi, dari permasalahan ini jumlah
penduduk dan wilayah perkotaaan tidak sebanding dengan rasio yang dibutuhkan

antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.
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Dari hasil analisis di atas berikut data ketersediaan lahan pemakaman yang
dikelola pemerintah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 6: Luas Pemakaman Yang Dikelolah Pemerintah Kota

Makassar
No Pemakaman Luas Kelurahan | Kecamatan Kete;anga
1 Islam Dadi 33.14 ficaya Mamajang Penuh
2 Islam . Tallo Penuh
Beroan
3 Isla ang Penuh
4 I Dibuka tgl
' 6 juni
- - an
irak
- ¢ enuh
¥ N B n 2015
' A ikan enuh
- I‘r"' =
nt a - Penuh
* *a
SUMmber; I .
Dari ta n J kaman yang ada
pada wilayah s a kristen penuh dari
data ini menunjukan pemerin era ambil langkah dan arah kebijakan

yang tepat supaya pemakaman yang penuh dapat segera diatasi lewat dengan
kebijakan dan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

Dari hasil wawancara dan data di atas hal ini sesuai dengan wawancara yang
dilakukan oleh informan masyarakat mengatakan bahwa:

sejauh yang saya lihat selama ini, satu-satunya yang menjadi kendala adalah
lahan pemakaman ini terbukti lahan pemakaman semakin menyempit dan
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belum adanya tambahan lahan untuk pemakaman. (wawancara, NJ, Selasa 14
Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peniliti dapat menyimpulkan bahwa
pemerintah memiliki kendala dalam pengelolaan lahan pemakaman di mana

kendala itu terletak pada lahan yang semakin sempit dan tidak adanya tambahan

lahan karena lahan sudah penuh, dari permasalahan ini pemerintah terkait

yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman dengan pembangunan
gedung-gedung pada kawasan wilayah perkotaaan Kota Makassar. Dalam hal ini
kita lihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam permasalah ini adalah
menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui

penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan
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dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Selain dari indikator di atas berikut hasil kutipan wawancara terhadap
informan kepala UPTD pemakaman dengan kelompok masyarakat tentang peran

pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar seperti

berikut:
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Tabel 7 Jumlah angka kematian penduduk wilayah Kota Makassar 2016

No Bulan Islam Kristen Lainnya Jumlah
1 Januari 246 44 24 314
2 Februari 199 38 23 260
3 Maret 271 48 9 328
4 April 6 290
5 Mei 33 294
6 248
7
8
9 25”1

/N

jumlah umat Kkristiani, jika Kkita hitung laju pertumbuhan angka kematian dari
bulan januari sampai bulan desember sebanyak 3,435 jiwa. Dengan angka yang
sangat signifikan ini dari tahun 2016 angka kematian sangat tinggi dari data inilah
pemerintah harus mengambil peran yang tepat dalam pengambilan keputusan

secara efektif.
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2. Tempat Pemakaman Umum
Tempat pemakaman umum merupakan tempat penyediaan lahan pemakaman
masyarakat yang telah meninggal, Selain dari indikator pelayanan umum tentang
jumlah angka kematian berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan oleh
nara sumber mandor pemakaman paropo tentang sebagai pengatur untuk
tercapainya penyediaan lahan pema yang baik yang mengatakan bahwa:
Langkah pertama it / \\ blok-blok pemakaman, yang
el taman agar orang tidak
a, SR, Rabu, 1 Maret

\ .‘.4..4“:.“. 4,

"“‘Q‘ﬁ. &@W

1 g :’, e seperti

informan

tentang solusi yang di berikan oleh pemerintah mengenai penyediaan lahan

pemakaman umum di kota Makassar yang mengatakan bahwa:

Salah satu solusi pemerintah yang di berikan kepada masyarakat adalah
menumpuk jenazah dengan keluarga yang sebelumnya meninggal dengan
syarat ada persetujuan dari keluarga yang bersangkutan dan di kubur di
tempat pemakaman tersebut. (wawancara, YM, Selasa, 28 Februari 2017).
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Melihat hasil wawancara di atas menunjukan bahwa masyarakat mencoba
memberikan solusi kepada pemerintah dengan cara menumpuk jenazah dengan
keluarga yang sebelumnya meninggal dengan syarat ada persetujuan dari keluarga

yang bersangkutan dan di kubur di tempat pemakaman tersebut . Dari pernyataan

ini masyarakat berpikran bahwa bahwa menumpuk jenasah dalam satu liang kubur

N biaya lahan
periode sebesar

masyarakat oleh pemerintaf piaya lahan pemakaman dan biaya
pemeliharaan makam per 1 periode sebesar Rp.250.000. Jika kita lihat dari hasil
wawancara diatas walupun masyarakat mampu membayar yuran yang ditetapkan
oleh pemerintah namun permasalahannya dalam hal ini adalah pada penyediaan

lahan pemakaman yang terbatas.
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Pembebasan biaya pemakaman di Kota Makassar telah di nyatakan gratis oleh
pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang telah diatur pada pasal 3 ayat 1
peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang menentukan bahwa pelayanan

pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota dibebaskan dari retribusi

meliputi:

1. Pengangkutan jenazzi

2. Pemakaman/i ntihﬁ

\LIH 4
\,,\Mhsﬂ y
i
mL.//

L]
""h\ f-" 4o 2 W
“5 al en :-::'r ”

i

et

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliptih:

a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan
b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit
c. Keterangan dari kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar

d. Melampirkan foto copy identitas bagi pelapor atau ahli waris.
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Dan pasal 3 ayat 3

“Dalam hal ini pejabat kelurahan tidak berada ditempat ataubertepatan pada
hari libur kerja, maka surat pengantar dari RT/RW dapat digunakan untuk
pelayanan pemakaman dengan ketentuan 1 x 24 jam atau hari kerja berikutnya

ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku

register.

Hidup Daerah.igian <epala n
¥ '@ ® C , Q a;\-
jcil DE R% ha f'-#
o, : 1 ‘ dib -;s‘:";x.' ole

T
oy in
o &

: J%',r berdasarkan

. inistrasi yang
Aawancara, SK, 17

Berdasarke: gl JNaldS U ahwa pelaksanaan
pembebasan biaya lahan pemakaman dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
sehingga masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman secara gratis

harus melengkapi persyaratan administrasi yang diatur pada pasal 3 ayat 2.
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4. Ketentuan Perisinan

Adapun persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
berupa surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan, keterangan
meninggal dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit, keterangan

kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar dan melampirkan foto copy

identitas bagi pelapor atau ahli waris® ah melengkapi persyaratan administrasi
yang tercantum dalam fan masyarakat akan diberikan
surat izin peng urat izin penguburan
A
jenazah a i membuktikan
&
ba [ akaman
L w &
me h yang
- 3 f “1
mer Agar, - ar PU yang
bera i
[ 7 . -
Berikit. ' * aman tentang
W &
indikator 3 S
i
L
y

Dalam akaman saya rasa

tidak ter umlah yang kami

lengkapi. lurahan, Keterangan

meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit, Keterangan
dari kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar, Melampirkan foto
copy identitas bagi pelapor atau ahli waris. (wawancara, MY, selasa 21
februari 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa ketentuan perisisnan dalam
pemakaman itu pemerintah tidak memberatkan masyarakat hanya saja cukup
melengkapi pesyaratan umum yang tealah ditentukan oleh pengelola pemakaman

umum setempat.
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C. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pengelolaan Lahan

Pemakaman Umum Di Kota Makassar

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai
kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai
fasilitator, Pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan,

serta dibidang pendanaan atau

Wl 2/

s 4

P gt
alap-ketuarga

Makassar dalam hal pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai
lahan pemakaman.
1. Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam

pembebasan biaya lahan masih belum maksimal karena masih banyak hambatan
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dan pungutan-pungutan liar seperti yang dikemukakan oleh kepala tata usaha
pemakaman bahwa:

Masalah yang timbul dalam pembebasan biaya lahan pemakaman seperti
adanya orang yang tidak mengizinkan dilaksanakan penggalian lahan
pemakaman diatas tanah miliknya dan meminta biaya ganti rugi apabila
ada yang menggali lahan pemakaman diatas tanah miliknya padahal lahan
pemakaman tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah. (wawancara,MY,
28 februari 2017).

yaitu pemakaman islam Dad Be angin, islam Paropo, islam Sudiang
raya, Kristen Panaikang, dan Kristen Pannara. Kemudian pemakaman Kristen
Manggala yang belum dibuka atau digunakan di kelurahan manggala sekitar
kurang lebih 3 H. (wawancara, AG, Rabu 01 Maret 2017).

Dari hasi wawancara di atas menunjukan bahwa peran yang dilakukan kepala
Dinas lingkungan hidup Kota Makassar sebagai pemerintah dengan memfasilitasi
lahan yang ada antara pemakaman ummat islam dan ummat kristen namun dengan

hal ini walaupun pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah yang terkait juga
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harus memperhitungkan Kketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada
wilayah Kota Makassar, pemerintah yang terkait harus mempunyai perencanaan-
perencanaan yang jangka panjang dalam menagani dan mengurusi tentang
masalah pemakaman karena jumlah angka kematian setiap harinya terus

bertambah.

Berdasarkan penjelasan di

pemerintah bahwa p¢ gjauh mana fungsi seseorang
atau bagian ge(aml {“ P*S ‘EUHA N\
w *='~‘>4

*‘m ﬂ‘- -m.y;/

ini sesuai dengan konsep peranan

Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan kepala UPTD dengan

mandor pemakaman dan kelompok masyarakat tentang kendala/hambatan
pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota
Makassar yang mengatakan bahwa:

Untuk sementara ketidaktersediaan lahan yang mau di bebaskan, Harga lahan
yang harus dibayar berdasarkan harga NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak),
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kemudian tempat yang harus di survey apakah lahan itu mengandung batu,
pasir, atau tanah liat. (wawancara, SK, Senin 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara informan di atas dengan indikator pemerintah sebagai
fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini
dapat disimpulkan bahwa informan kepala UPTD menjelaskan bahwa sebagai
pemerintah yang memfasilitatori ,dalam penyediaan pemakaman, pihak

pemerintah terkait sudah mepevipé amun ketidak tersediaan lahan yang

it tentang

A
LA ) *
G e ' jemerintah

®

Kalau masalah penyediaan lahan, kami telah menyediaakan lahan perkuburan

gratis bagi warga kota Makassar. Di luar dari kota Makassar telah di kenakan

biaya perkuburan. (wawancara, MY, selasa 21 februari 2017).

Dari hasil wawancara informan di atas dengan indikator pemerintah sebagai
fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini

dapat disimpulkan bahwa informan tata usaha UPTD terkait dengan indikator

pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota
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Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah terkait sudah melakukan
penyediaan lahan perkuburan gratis bagi warga kota Makassar, di luar dari kota
Makassar telah di kenakan biaya perkuburan secara analisis bahwa pemerintah
terkait sudah melakukan penyediaan lahan bagi warga kota makassar secara gratis

namun diluar kota makassar dipungut biaya hal ini dapat disimpulkan bahwa

penyediaan lahan pemakaman di emakin meningkat dikarenakan
dengan kebijakannya yan / ayaspemakaman bagi masyarakat

da lahan yang
ih satu faktor yaitu
masyarakat tidak
jalan masuk
Dari hasil wawancara informan diatas dengan indikator pemerintah sebagai
fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini
dapat disimpulkan bahwa informan oleh mandor sebahai berikut pemakaman yang

menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada lahan yang disediakan di kelurahan

manggala tetapi belum dibuka, salah satu faktor yaitu akses masuk sangat sulit
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untuk dijangkau karena masyarakat tidak mengizinkan lahannya untuk di jadikan
jalan masuk kepemakaman. Menurut penjelasan diatas menunjukan sudah ada
tawaran solusi yang diberikan pada masyarakat wilayah perkotaan namun terdapat
pula suatu permasalahan diantaranya akses yang sangat sulit, kemudian pihak

masyarakat yang berda pada wilayah pemakaman yang nantinya dijadikan sebagai

tempat pemakaman tidak #q ingga solusi yang ditawarkan pemerintah

menjadi terhambat. Da alunya pemerintah melakukan
pendekatan-pende ({hﬁ“ M[‘l Hxﬂ ;if\ ang perihal maslah ini
supaya {(j}%‘&ph(’hssﬁ 4;,@‘;{)\\ dalam hal ini

. / _:-} at Krite 7 \,

L =)
l':"

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota Kategori

Ukuran Kota Kriteria Lokasi Pemakaman Pusat Kota Transisi Kota Pinggir Kota
Luar Kota Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa) Layak, sebaiknya ditempatkan di
kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH.

Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang
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saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan
berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.
Tidak layak. Kota Kecil (25.000- 100.000 Jiwa) Layak, harus memiliki fungsi
yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.

Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang

saling menunjang dan diberi ang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan
berlawanan dengan arah.ft

pengembangan . Kota

masyarakat dimana leb nermentingkaii enuhi Kepuasan pelanggan
(masyarakat), kaitannya dengan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Makassar
pemerintah yang sebagai fasilitator wajib memberikan layanan yang penuh sesuai

dengan standar yang dibutuhkan pada masyarakatnya
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Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan kepala UPTD
pemakaman tentang kebijakan yang diambil sebagai fasilitator dalam proses
pemakaman yang mengatakan bahwa:

Kebijakan yang saya ambil sebagai fasilitator yaitu fasilitas ambulance
dimana orang yang meninggal di kota Makassar dan dikuburkan di TPU
Makassar tidak dikenakan biaya transportasi kecuali di kuburkan di luar kota
Makassar dengan aturan 100 k di kenakan biaya sebesar Rp.500.000 dan
200 km dikenakan biaya se p 750.000. kemudian fasilitas lainnya
seperti posko untuk p M mesin rumput, cangkul, tempat
sampah dan lain sebae? enin 20 februari 2017).

/ puq’ MUHQ itah sebagai fasilitator
Q&" PKAS Q4 ii’ hpa penyediaan

akat yang

sehingga harusla NG needs-of the-costume pureaucrary) dimana
lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (coustumer) dan bukan
memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. .

Penjelasan di atas senada dengan narasumber seorang mandor pemakaman

yang mengatakan bahwa:
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Masalah fasilitas, telah disiapkan ambulance gratis serta fasilitas-fasilitas

lainnya dalam memelihara perkuburan yang di kelolah oleh pemerintah kota

Makassar agar tetap terlihat rapih, bersih dan hijau. (wawancara, SR, Rabu 1

Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukan satu kesamaaan antara hasil
wawancara kepala UPTD pemakaman dengan mandor bahwa pihak pemerintah

memberikan layanan dengan memeberikan layanan berupa fasilitas ambulance

7 NS MUHg, >
R NPRASS

n \uﬂ'm,gf}l
.."' \‘*fﬁ e 7

pengelola makam di Kota Makassar sebagai berikut:

Kami selaku pihak pengelola pemakaman tentunya mempunyai perlatan
yang kami butuhkan dalam penyedian makam bagi mayat jadi, mayat yang
mau dikuburkan tinggal datang ditempat ini tetapi tentunya harus
menyelesaikan segala bentuk administrasinya. (wawancara, SR, Rabu 1
Maret 2017).
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Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pengelola pemakamanlah
yang melakukan pengadaan alat-alat dalam proses pembuatan liang lahat bagi
mayat saya pikir hal ini merupakan tugas dan fungsi secara umum bagi pengelola
makam karena hal ini merupakan tugas dan fungsinya sebagai penyedia lahan

pemakaman. Dari penjelasan di atas hal ini sesuai dengan pernyataan dari

masyarakat sekitar sebagai berikut:

Betul sekali hahi nelnls A mengurusi  semua Yyang
c inggal diantarkan ke

ah yang

: an‘-ﬂ. 50 | t, keluarga
AL gl .

. - I
'F‘-.:lmi'ﬂi 1TU

Tujuan Pengadaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut

pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah
(landreform) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan
menghindari diskriminasi dan (arbitrariness) mencegah pemerkayaan diri melalui

tindakan pemerintah.
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Dari indikator di atas tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang
baik dikota Makassar secara kesimpulan dari kumpulan hasil wawancara bahwa
pemerintah belum bisa memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaan
dikarenakan tidak adanyanya lahan yang kosong untuk dijadikan tempat
pemakaman umum namun, pemerintah terkait berupaya dalam mengatasi
permasalahan tentang pemakaman yatigterjadi di wilayah Kota Makassar. Namun
disisi lain pemerintah sud f/ \m erupa layanan yang dibutuhkan
masyarakat Kketike /“"F':" MUHI‘L\;‘#,,\ memberikan fasilitas
ambulance /(,0(5‘ @\Pl K"A'S‘ af \ :

W/ : \

aman dapat teratasi,
kita ketahui bahwa peran pemerintah disini sangat dibutuhkan ketika ada suatu
permasalahan yang muncul dimana pemerintah yang terkait dapat menyelesaikan
permasalahan dan mencarikan solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.
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Selain dari pada itu berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang tercapainya penyediaan lahan
pemakaman yang baik di kota Makassar sebagai berikut:

Masalah tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman selama ini kami

berupaya untuk mengatasi permasalahan tentang lahan pemakaman umum di

kota Makassar saya kira kami sudah berupaya semaksimal mungkin walaupun
masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. (wawancara, AG, Rabu 1

Maret 2017). A
Dari penjelasan di ataS.# rintah yang terkait sudah
berupaya dala /-f: a lakan..pemakaman di Kota
o\ Y\
f-‘? a asalah diantaranya
e

N

1N0

Ay,
'{o&‘]hm

tentunya berpengaruh pada tempat pemakaman umum.
Dengan demikian pemerintah Kota Makassar mesti melakukan langkah antisipatif
dalam menata wilayah perkotaan dengan baik. Pemakaman yang terletak di dalam
sebuah Kota menjadi aset penting yang dapat menaikan mutu atau kualitas dari

Kota tersebut. Pemakaman merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang

memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat
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pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi pemakaman yang terdapat pada
daerah di Kota Makassar, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar
pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya,
pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai
salah satu areal hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi
permasalahan seperti polusi udara g dikeluarkan dari padatnya kendaraan
bermotor di jalan raya dar "/ \ ngsi dari pemakaman tersebut
belum terlihat o /‘FLCE» MUH@E;f\
seperti di K .'/. 6 PsKASS4 /h
& I
“han \\.\\‘_‘Uﬁ n** l/

\:g?.fﬁ, i Lﬁ{ {

dari kehidupan daerah

dari lahan untuk pemakaman sudah tidak lagi dapat menampung jenasah untuk

dimakamkan. Untuk itu, penyediaan lahan yang sementara diproses oleh
Pemerintah Kota Makassar dapat segera terealisasi, demikian pula dengan
penataan dan pengelolaan TPU yang sudah ada maupun yang akan diadakan dapat
dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak

lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.
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Secara kesimpulan bahwa pencapaian penyediaan lahan pemakaman pada
wilayah kota Makassar belum tercapai sepenuhnya dengan baik karena lahan
pemakan umum pada wilayah tersebut belum ada perluasan sehingga muncul
beberapa permasalahan didalamnya melihat bahwa jumlah angka kematian dari

tahun ketahun semakin meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang

cepat maka penyempitan pada lahan$gimakin sempit.
Selain dari penjelase \\w utipan wawancara terhadap

: /4:;;’ P;,?l' MUHQ :\ adap penyediaan lahan

informan salah

:5\

\‘\Pﬁ KAS S.
hal i tuk warga
jﬁﬁ 1) 3 d yagg

r.-:,":- k&ﬂ_{iﬁi nt‘uf

'.m'?:w.r, LR AL LA Y Ferk o i
. NakT pencegahan. warge A€ aanay I <arena di
PSR i &

permasalahan dan mencarikar U g teps tuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.

Selain dari pada itu berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang tercapainya penyediaan lahan
pemakaman yang baik dikota Makassar sebagai berikut:

Masalah tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman selama ini kami
berupaya untuk mengatasi permasalahan tentang lahan pemakaman umum di
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kota Makassar saya kira kami sudah berupaya semaksimal mungkin walaupun

masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. (wawancara, AG, Rabu 01

Maret 2017).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah yang terkait sudah
berupaya dalam mengatasi tentang permasalahan lahan pemakaman di Kota

Makassar kita ketahui sendiri bahwa banyak sumber masalah-masalah diantaranya

semakin sempitnya area peat dari data yang disajikan semua
TPS di wilayah Kota Meaks at penjelasan dari dinas
lingkungan 6/\"{ E&S MUHA& 3y ‘@ encari solusi yang tepat
dalam m o A MK'ASTS, ilaval u\
4@‘3" B ' . 4 j.':. ‘?o
» . rl':' R\\\d‘ 'M‘//

SSemninva-suatll E‘r“t Kan

Y=ot
)
§ e

akaman di Kota

erbuka hijau yang
memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat
pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi pemakaman yang terdapat pada
daerah di Kota Makassar, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar
pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya,

pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai
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salah satu areal hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi
permasalahan seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan
bermotor di jalan raya dan bahaya banjir. Tetapi fungsi dari pemakaman tersebut
belum terlihat dan dapat direalisasikan menjadi bagian dari kehidupan daerah

urban seperti di Kota Makassar.

dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak

lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Secara kesimpulan bahwa pencapaian pengelolaan lahan pemakaman pada
wilayah kota Makassar belum tercapai sepenuhnya dengan baik karena lahan

pemakan umum pada wilayah tersebut belum ada perluasan sehingga muncul
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beberapa permasalahan didalamnya melihat bahwa jumlah angka kematian dari
tahun ketahun semakin meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang

cepat maka penyempitan pada lahan semakin sempit.

@

e\
SN




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

aO=menyebabkan terkendalanya

as maupun perbaikan fasilitas yang
ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman

umum di kota Makassar yaitu:

77
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a. Lahan
Pemerintah sebagai pengelolaan lahan. perlunya penambahan lahan
pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di
setiap tahunya semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah

pemakaman terjadi penumpukan jenazah.

b. Ambulance ‘/\
Pelayan i ;Jasyarakat. Pemerintah telah
i -xhq MUH‘H man islam Dadi,
szf",“‘ p Kh ...., .‘ )0, Pemakaman
*r. |

5“ "f"‘ \\\d’llihff/ 7. 7
NSz Z |

berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar

Diharapkan agar pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
sebagai fasilitator lebih efektif dalam mengelola Pemakaman dengan baik,

masyarakat, dan sebagai regulator diharapkan pemerintah untuk lebih
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progresif dalam membuat peraturan-peraturan yang jelas dalam mengelola

lahan pemakaman.

2. Kepada masyarakat
Diharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerja
sama dalam proses pengelolaan Pemakaman dengan baik agar terjadi

sinergi untuk menarik _p publik yang patut dijadikan sebagai

ﬁ:muw\\ |

contoh penge
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PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN
PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

A.Nukmawati®, Mappamiring®, Ansyari Mone®

1)Jurusan llmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
2)Jurusan IImu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
s)Jurusan llmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh

rds the management of
rlptlve qualltatlve W|th

ukkan bahwa peran
pemerintah seba egulate 2 0a dug akassar dalam mengelola
pemakaman umum masih belum maksimal sebab dalam proses pelaksanaanya masih
memiliki banyak hambatan dan kendala. Peran pemerintah sebagai fasilitator konsep
penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam
masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana
prasarana.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Pengelolaan lahan pemakaman.



PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara
yang wilayahnya terbagi atas daerah-
daerah provinsi yang mempunyai
taman pemakaman umum (TPU)
yang sempit. Karena semakin
besarnya angka kematian warga
Indonesia dan jumlah pop

penduduk Indonesia.

mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluasi di bidang pelayanan
pemakaman, bidang pembangunan
dan Pemeliharaan makam serta
pengendalian makam di Kota
Makassar. Sehingga dikeluarkannya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2009 tentang pelayanan pemakaman

dan pengabuan mayat di kota
Makassar yang menerapakan bahwa
pemakaman dan pengabuan mayat
yang merupakan hak dasar bagi
penduduk kota Makassar sehingga
pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat perlu diarahkan
dalam rangka untuk memenubhi

-.. masyarakat. sistem sewa

apat dilihat
banyaknya
di pinggiran

bukaan lahan
aru  menyebabkan
penduduk baik
penduduk baru sebagai pendatang
dan penduduk lama yang telah
tinggal sebelum adanya permukiman
baru. Sehingga menyebabkan
peningkatan kebutuhan ruang baik
sebagai ruang terbuka maupun ruang
terbangun. Sedangkan kenyataannya

dalam pembangunan perumahan



sebagai permukiman baru terutama
skala besar yang seharusnya
mempunyai fasilitas lahan
pemakaman sebagai salah satu
bentuk ruang terbuka hampir setiap
perumahan tidak menyediakannya.
Arahan penataan pemakaman
umum di Kota Makassar mempun

lima alasan utama yai

yang  sesua
permasalahan
perumahan  lain  karena
menyediakan lahan pemakaman yang
berfungsi sebagai fasilitas sosial,
sehingga penghuninya mengalami

kesulitan apabila akan melakukan

proses pemakaman, keempat,
Sempitnya penyediaan lahan
pemakaman umum sehingga

mempengaruhi  kebutuhan lahan
berupa jumlah penduduk dan angka
kematian, kelima, Makassar mulai
kesulitan mencari lahan untuk
kompleks pemakaman dan
perkuburan baru di kota ini.

Menurut  Soerjono  Soekanto

06), peran adalah merupakan
peles, dinamis  kedudukan  (status).

3 \\. eorang melaksanakan hak

sesuai dengan

a ia menjalankan

egalitas (legaliteitsbeginsel atau het
begin sel van wetmatigheid van
bestuur), maka berdasarkan prinsip
ini tersirat bahwa peran
pemerintahan berasal dari peraturan
perundang-undangan.

Peranan adalah suatu konsep

yang dipakai sosiologi  untuk



mengetahui pola tingkah laku yang
teratur dan relatif bebas dari orang-
orang tertentu yang kebetulan
menduduki  berbagai posisi dan
menunjukkan tingkah laku yang
sesuai dengan tuntutan peranan yang
dilakukannya.  Levinson  dalam
Sunarno (2008),

Peranan

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
Sedangkan pemerintah dalam arti
sempit hanya meliputi cabang
kekuasaan eksekutif saja. (W.
Riawan Tjandra 2005).

Menurut Arif (Fadilah, 2014),
peran pemerintah lebih sebagai

pelayanan masyarakat (customer-
driven, government) fasiltator dan
motivator yang tidak bertujuan
memperoleh keuntungan atau profit,
sehingga haruslah “meeting needs of
the costumer, not the bureaucrary)

dimana lebih mementingkan

peran pemerintah merupakan suatu
kerangka konseptual dalam studi
perilaku di dalam organisasi. Mereka
menyatakan  bahwa peran itu
“melibatkan pola penciptaan produk
sebagai lawan dari perilaku atau
tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty

dan Pritchard mengemukakan bahwa



relevansi suatu peran itu akan
bergantung pada penekanan peran
tersebut oleh para penilai dan
pengamat terhadap produk dan

outcome yang dihasilkan

Rumusan Kriteria Penyediaan

karena dengan fasilitas yang baik
maka TPU dapat optimal sebagai
salah satu elemen sarana ruang
terbuka hijau yang dapat
dimanfaatkan selain untuk
kepentingan pemakaman (sosial),

tetapi juga untuk tempat rekreasi

Lahan  Pemakaman Menur ) -
agar menghilangkan kesan mistis

Mulyana (1994), rumusan .
id"selama ini masyarakat rasakan.

tempat duduk, gerbang, pagar, dan
jaringan utilitas. Setiap komponen
harus ditata sesuai dengan variabel
penataan yang ada pada komponen
tersebut seperti luas, bentuk, ukuran,
jarak, letak, material permukaan dan
lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan

tersebut  harus
upaya dalam

masyarakat

pemerlntah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan
selama selama 2 bulan. Penelitian
ini dilakukan pada tanggal 11
Februari s/d 11 April 2017. Adapun
lokasi penelitian ini yaitu di Kantor



dinas lingkungan  hidup  Kota
Makassar.

Jenis Penelitian Berdasarkan
kerangka teori dan  kerangka
penelitian ini yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka

jenis penelitian ini yaitu penelitian

di Kota Makassar.
Data bersumber dari data
primer dan sekunder. Dengan
informan berjumlah 10 orang.
Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena

tujuan utama dalam penelitian adalah

mendapatkan data, tanpa mengetahui
tehnik pengumpulan data, maka
peneliti akan mendapatkan data yang
memenuhi  standar data  yang
ditetapkan.

Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi. Teknik

memiliki
yakni
islam

islam

cukup sempit akibat pemakaman
yang  sudah penuh kecuali
pemakaman islam Sudiang raya yang
masih mempunyai lahan pemakaman
yang masih bisa menampung mayat
kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh peneliti bahwa



peran pemerintah sebagai regulator
(Dinas Lingkungan Hidup) Kkota
Makassar dalam mengelolah
pemakaman umum masih belum
maksimal karena dalam proses
pelaksanaanya tidak masih memiliki
banyak hambatan dan kendala.
Dari hasil wawancara pene
menunjukan

beberapa

wilayah kota Makassar. Kita melihat
bahwa dari tahun ketahun jumlah
penduduk kota makassar semakin
meningkat dan luas wilayah pada
kota Makassar dari tahun ketahun
semakin sempit hal ini dipengaruhi
oleh urbanisasi, dari permasalahan

ini jumlah penduduk dan wilayah

perkotaaan tidak sebanding dengan
rasio yang dibutuhkan antara jumlah
penduduk dengan luas wilayah.
Berdasarkan olahan data yang
diperoleh menunjukan bahwa semua
wilayah pemakaman yang ada pada
wilayah  kota  Makassar  baik
pemakaman islam maupun Kkristen
data ini menunjukan
mengambil

ebijakan yang

n penyediaan lahan
Ini sangat terbatas dengan melihat
angka kematian setiap harinya
mencapai 20 orang. Dalam hal ini9
berikut data yang tersaji perihal
jumlah orang meninggal dunia yang
tercatat pada dinas lingkungan hidup
dirinci  menurut agama di Kkota
Makassar tahun 2016.



Dari data olahan UPTD
pemakaman menunjukan bahwa dari
bulan januari sampai desember 2016
jumlah angka kematian ummat islam
mencapai 2,665 jiwa dan umat
kristen mencapai 463 jiwa dan lain-
lainnya mencapai 307 jiwa jika kita

melihat data tersebut juml

bahwa untuk te
lahan  vyaitu, cara  penertiban
penempatan blok-blok pemakaman,
yang kedua kebersihan, kemudian
membentuk seperti taman hal ini
diungkapkan oleh mandor pada
pemakaman, menurut  informan
bahwa salah satu solusi tentang

penyediaan lahan dengan mengatur

penempatan-penempatan  blok-blok
pada area pemakaman namun pada
solusi yang diberikan pada pengelola
lahan ini apakah efektif atau tidak.
Jalan yang paling baik adalah dengan
melakukan perluasan lahan yang

lebih luas lagi dari sebelumnya.

Dari pernyataan ini masyarakat

tah  Sebagai

menciptakan
kondusif  bagi

pembangunan  untuk

menjembatangi berbagai kepentingan
masyarakat dalam mengoptimalkan
pembangunan  daerah.  Sebagai

fasilitator, pemerintah  bergerak

dibidang pendampingan  melalui
pelatihan, pendidikan, dan

peningkatan  keterampilan, serta



dibidang pendanaan atau permodalan
melalui pemberian bantuan modal
kepada masyarakat yang
diberdayakan.

Dari hasi wawancara peneliti

menunjukan bahwa peran yang

yang ditetapkan atau  ukuran
mengenai hubungan dua variabel
yang mempunyai hubungan sebab
akibat. Dari penjelasan diatas dapat
penulis simpulkan bahwa peran
dalah suatu pola sikap, nilai dan
tujuan  yang diharapkan  dari

berdasarkan

dilakukan kepala Dinas lingkungan
seseorang yang
hidup kota Makassar E5 i .
aya dimasyarakat. Sementara

pemerintah

l_': “""’L'E"E‘}qﬁi'

mengurusi
pemakaman
kematian

bertambah.

Berdasarkan penjelasan tersebut
hal ini sesuai dengan komsep
peranan pemerintah bahwa peranan
merupakan penilaian sejauh mana
fungsi seseorang atau bagian dalam

menunjang usaha pencapaian tujuan

W

A

N :
i @M}l&

P

merupakan

atus atau tempat

. stem sosial

daf
ualis

yang
terjadi yang dihadapi pemerintah
terkait tentang ketidak tersediaan
lahan yang mau di bebaskan
sehingga mempersulit pemerintah
dalam memperluas wilayah
pemakaman pada wilayah
perkotaaan. Kita tau bahwa tujuan

pengadaaan lahan bertujuan untuk



pembangunan  dan  menyangkut
pengaturan  kembali  penggunaan,
pemanfaatan, pemilikan, dan
penguasaan tanah sejalan dengan
penatagunaan tanah. Selain itu juga
bertujuan menghindari deskriminasi
dan mencegah pemerkayaan diri
melalui tindakan pemerintah.

Dari pernyataan

situasi keadaa
Dari
informan
pemerintah sebagai fasilitator dalam
penyediaan lahan pemakaman umum
di kota Makassar hal ini dapat
disimpulkan bahwa informan oleh
mandor sebahai berikut pemakaman
yang menyatakan bahwa sebenarnya
sudah ada lahan yang disediakan di

kelurahan manggala tetapi belum

10

dibuka, salah satu faktor yaitu akses
masuk sangat sulit untuk dijangkau
karena masyarakat tidak
mengizinkan lahannya untuk di
jadikan jalan masuk kepemakaman.
Menurut penjelasan diatas
menunjukan sudah ada tawaran
solusi  yang  diberikan  pada

perkotaan

pula  suatu

ini
melakukan

kepada
at tentang perihal
adya masyarakat mau
memberikan akses nantinya. Tetapi
dalam hal ini pemerintah juga harus
melihat Kriteria lokasi pemakaman
dalam konteks tata ruang kota dalam
konteks tata ruang kota, pengaturan
lokasi pemakaman sebaiknya
memperhatikan ukuran kota dan

pembagian zona kotanya. Hal ini



penting dilakukan mengingat lokasi
pemakaman di dalam suatu zona kota
akan berbeda kepentingan/fungsinya
jika ukuran kotanya juga berbeda.

Dari hasil wawancara peneliti
menunjukkan pemerintah  sebagai

fasilitator dengan memberikannya

yang
peralatan-pe

mementingkan
kepuasan pelanggan (masyarakat
kaitannya dengan penyediaan lahan
pemakaman di Kota Makassar
pemerintah yang sebagai fasilitator
wajib memberikan layanan yang
penuh sesuai dengan standar yang
dibutuhkan pada masyarakatnya.
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Dari hasil wawancara peneliti
menunjukan satu kesamaaan antara
hasil wawancara kepala UPTD
pemakaman dengan mandor bahwa
pihak  pemerintah  memberikan
layanan  dengan memeberikan
layanan berupa fasilitas ambulance

masyarakatnya yang

eifbutuhkan, secara kesimpulan
d \ llkan bahwa hal yang

Tujuan Pengadaan lahan
bertujuan untuk pembangunan dan
menyangkut  pengaturan  kembali
penggunaan, pemanfaatan,
pemilikan, dan penguasaan tanah
(landreform) sejalan dengan
penatagunaan tanah. Selain itu juga

bertujuan menghindari diskriminasi



dan (arbitrariness) mencegah
pemerkayaan diri melalui tindakan
pemerintah.

Dari penjelasan diatas tentang
tercapainya penyediaan lahan
pemakaman yang baik dikota

Makassar secara kesimpulan dari

proses pemakaman.

Dari hasil wawancara peneliti
menunjukkan  bahwa masyarakat
wilayah perkotaan menginginkan
adanya penambahan lahan
pemakaman umum untuk warga kota
Makassar sehingga permasalahan

tentang pemakaman dapat teratasi,

12

kita ketahui bahwa peran pemerintah
disini sangat dibutuhkan ketika ada
suatu permasalahan yang muncul
dimana pemerintah yang terkait
dapat menyelesaikan permasalahan
dan mencarikan solusi yang tepat
guna untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan  yang

encari solusi yang

menindak  lanjuti
permasalahan tentang wilayah area

pemakaman di Kota Makassar.

Kita tau sendiri sempitnya suatu
disebabkan
penduduk yang

pemakaman  umum
Pertumbuhan
semakin meningkat tentunya akan

berdampak pada kebutuhan lahan



sebagai tempat tinggal juga akan
meningkat, perubahan yang terjadi
tentunya berpengaruh pada
ketersediaan lahan untuk tempat
pemakaman umum. Dengan
demikian pemerintah Kota Makassar
mesti melakukan langkah antisipatif
dalam menata wilayah
dengan baik.

terletak di dalam

melihat
terdapat
Makassar, T
bahwa sebagié
tersebut
estetika. Pada kenyataannya,
pemakaman yang terdapat di daerah
urban mempunyai fungsi khusus
sebagai salah satu areal hijau dan
resapan air yang dapat membantu
mengurangi  permasalahan  seperti
polusi udara yang dikeluarkan dari

padatnya kendaraan bermotor di

13

jalan raya dan bahaya banjir. Tetapi
fungsi dari pemakaman tersebut
belum terlihat dan dapat
direalisasikan menjadi bagian dari
kehidupan daerah urban seperti di
Kota Makassar.

Selain itu bukan hanya denagan
ijasalah  sempitnya suatu lahan

tetapi Tempat

pencemaran

Pemakaman

akassar. Kondisi TPU di
Kota Makassar sudah  sampai
puncaknya, dilihat dari lahan untuk
pemakaman sudah tidak lagi dapat
menampung jenasah untuk
dimakamkan. Untuk itu, penyediaan
lahan yang sementara diproses oleh

Pemerintah Kota Makassar dapat



segera terealisasi, demikian pula
dengan penataan dan pengelolaan
TPU yang sudah ada maupun yang
akan diadakan dapat dilakukan
secara baik. Sehingga kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi dan tidak
lagi menimbulkan persoalan di

masyarakat.

Secara

pencapaian

L
. S

sempit.

KESIMPULAN
Peran pemerintah sebagai regulator
yang menyebabkan terkendalanya
penyediaan lahan pemakaman umum
di kota Makassar vyaitu: a.
Pemerintah sebagai penentu
Kebijakan pemerintah harus mampu

membuat  kebijakan yang dapat

Nl
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menjadi patokan dalam
meningkatkan atau mengoptimalkan
pengelolaan penertiban lahan
pemakaman umum di setiap wilayah
kota makassar. b. Mengupayakan
Efisiensi dan Peningkatan Layanan.
dalam mengupayakan efisiensi dan

peningkatan pelayanan belum

penyedia lahan.
henambahan lahan

pemakaman untuk melayani jumlah
penduduk yang meninggal di setiap
tahunya semakin bertambah yang
menjadikan  di  suatu  wilayah
pemakaman terjadi penumpukan
jenazah.b.  Pelayan  pemerintah
terhadap masyarakat. Pemerintah

telah memfasilitasi lahan yang di
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